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Penyiksaan

11 korban dalam 3
kasus

9 korban dalam 7
kasus

24 korban dalam 13
kasus

4 korban dalam 3
kasus

Kebebasan berekspresi

18 korban dalam 8
kasus

2 korban dalam 2
kasus

Lebih dari 3 korban
dalam 3 kasus

Lebih dari selusin
dalam 3 kasus

Pembunuhan

6 korban dalam 4
kasus

7 korban dalam 6
kasus

6 korban dalam 6
kasus

16 korban dalam 9
kasus

Penghilangan paksa

2 korban dalam 2
kasus

8 korban dalam 1
kasus

Pengancaman &
Intimidasi

13 korban dalam 5
kasus

2 korban dalam 2
kasus

Puluhan korban
dalam 3 kasus

Lebih dari 19
korban dalam 5
kasus

Kriminalisasi

Lebih dari 17
korban dalam 4
kasus

Penganiayaan

54 korban dalam 13
kasus

Lebih dari 38 korban
dalam 12 kasus

11 korban dalam 8
kasus

Lebih dari 35
korban dalam 14
kasus

Hak budaya

Puluhan korban
dalam 3 kasus

Puluhan korban
dalam 1 kasus

Puluhan korban
dalam 3 kasus

Lebih dari selusin
korban dalam dua
kasus

Penahanan sewenang-
wenang

233 korban dalam 9
kasus

65 korban dalam 9
kasus

81 korban dalam 11
kasus

29 korban dalam 9
kasus

Kebebasan berkumpul

Lebih dari 279
korban dalam 13
kasus

Lebih dari 87 korban
dalam 6 kasus

Lebih dari 68
korban dalam 7
kasus

Lebih dari 30
korban dalam 3
kasus

JUMLAH

Lebih dari 313
korban dalam 33
kasus

Lebih dari 122
korban dalam 23
kasus

Lebih dari 118
korban dalam 30
kasus

Lebih dari 118
korban dalam 31
kasus

Tabel 1: Data pelanggaran dan korban per kuartal. Simbol "+" setelah angka menunjukkan jumlah pasti (angka yang diberikan) ditambah
jumlah tambahan yang kurang tepat (misalnya, puluhan, beberapa). Setiap kolom merupakan set independen, mencerminkan
kemungkinan adanya pelanggaran ganda per korban atau kasus. Total mewakili jumlah unik per kolom, bukan jumlah agregat. Anda dapat
melakukan pencarian dan analisis sendiri di basis data kasus kami di https.//humanrightsmonitor.org/cases/.

Ringkasan

Hak asasi manusia

1|stilah Tanah Papua, yang kadang-kadang juga disebut sebagai Papua, Tanah Papua, atau Papua Barat, merujuk pada bagian
barat pulau-pulau New Guinea dan diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai bagian dari Indonesia sejak tahun 1969.
Wilayah ini terdiri dari provinsi-provinsi administratif Indonesia, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua
Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Konflik yang belum
terselesaikan mengenai status politik Tanah Papua terus menyebabkan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia serta

hak-hak masyarakat adat.
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Situasi hak asasi manusia di Tanah Papua antara April dan Juni 2025 terus didominasi oleh operasi
pasukan keamanan yang sedang berlangsung di seluruh dataran tinggi tengah. Sejalan dengan itu,
jumlah pelanggaran terkait, seperti penghilangan paksa, eksekusi di luar hukum, dan penganiayaan,
telah meningkat secara signifikan selama periode pelaporan (lihat tabel di atas). Menurut laporan dari
lapanagna perangan pasukan keamanan dilakukan dengan tingkat kekerasan yang tinggi terhadap
penduduk sipil asli di wilayah tersebut. Serangan di Kabupaten Puncak disertai dengan pembakaran
rumah-rumah sipil pada bulan Juni 2025, sementara anggota militer diduga membunuh dan
menghilang secara paksa belasan warga desa asli selama operasi tunggal di Intan Jaya pada bulan Mei
2025.

Polanya pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan,
dan pelanggaran kebebasan berkumpul secara damai serta kebebasan berekspresi tampak stagnan,
dengan beberapa fluktuasi. Represi negara yang semakin meningkat terhadap pembela hak asasi
manusia dan aktivis politik non-kekerasan telah menyebabkan angka statistik kasus intimidasi dan
kriminalisasi kembali meningkat.

Putusan Mahkamah Konstitusi pada tgl 2 Mei 2025 membawa harapan bagi masa depan kebebasan
berekspresi di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa lembaga pemerintah,
korporasi, kelompok, institusi, atau pejabat tidak dapat mengajukan laporan pencemaran nama baik
berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Mahkamah Agung memutuskan
bahwa hanya individu yang dapat menjadi korban pencemaran nama baik. Putusan ini secara eksplisit
mengakui bahwa dalam masyarakat demokratis, kritik terhadap kebijakan pemerintah penting sebagai
pengawasan publik dan harus dilindungi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Keputusan ini memperkuat perlindungan hukum bagi pembela hak asasi manusia dan jurnalis di
Indonesia yang terus menghadapi kriminalisasi sistematis, intimidasi, dan kekerasan. Kekerasan
terhadap jurnalis di Indonesia mencapai tingkat yang mengkhawatirkan pada tahun 2024, dengan
aparat keamanan sebagai pelaku utama serangan terhadap kebebasan pers. Wakil Menteri Komunikasi
dan Informatika, Bpk Nezar Patria, mengklaim bahwa situasi tetap "baik-baik saja" karena tidak ada
media yang ditutup secara permanen. Namun, para pembela hak asasi manusia berpendapat bahwa
perspektif ini mengabaikan intimidasi sistematis, kekerasan terhadap jurnalis, dan implikasinya
terhadap pekerjaan jurnalistik, terutama di daerah konflik seperti Tanah Papua.

Serangan bom molotov terhadap kantor media Jubi adalah salah satu contoh terbaru dari serangan
terhadap kebebasan pers di Tanah Papua. Kasus ini mengalami penundaan yang signifikan dalam
proses penegakan hukum terhadap para pelaku yang diduga berafiliasi dengan TNI. Kasus ini telah
mencapai kebuntuan hukum antara Kepolisian Daerah Papua (Polda Papua) dan Komando Militer
XVIl/Cenderawasih (Kodam XVII/Cenderawasih), dengan masing-masing lembaga menyajikan
kesimpulan yang bertentangan. Pada 17 Mei 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR Papua)
mengumumkan akan menaikkan kasus ini ke Markas Besar TNl (Mabes TNI) dan Markas Besar
Kepolisian Nasional Indonesia (Mabes Polri) di Jakarta.

Kurangnya tindakan hukum terhadap pelaku telah menyebabkan impunitas yang meluas di Tanah
Papua. Namun, para pembela hak asasi manusia terus mengadvokasi keadilan, dengan kelompok-
kelompok masyarakat sipil berhasil mendesak pertanggungjawaban. Hampir 11 bulan setelah
penembakan mematikan terhadap Tobias Silak di Kabupaten Yahukimo, proses pidana terhadap empat
anggota polisi dimulai di Pengadilan Negeri Wamena pada 24 Juni 2025. Proses persidangan telah
memicu kekhawatiran serius terkait transparansi, karena keluarga korban dan kuasa hukumnya tidak
diberitahu tentang sidang pertama. Menanggapi kekhawatiran prosedural ini, Komisi Peradilan
Indonesia di Provinsi Papua mengumumkan pada akhir Juni 2025 bahwa mereka akan memantau
proses persidangan atas permintaan tim kuasa hukum keluarga korban.
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Pada tgl. 12-13 Juni 2025, koalisi LSM secara resmi mengajukan pengaduan terkait eksekusi di luar
hukum dan mutilasi warga sipil atas nama Bpk Abral Wandikbo di Kabupaten Nduga kepada Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kepolisian Militer (MP), dan Badan Perlindungan Saksi dan
Korban (LPSK) dalam upaya untuk mencari keadilan melalui saluran formal. Pengaduan resmi seputar
kematian Bpk Wandikbo merupakan ujian penting bagi komitmen Indonesia terhadap akuntabilitas
hak asasi manusia di Tanah Papua.

Komunitas asli di daerah terpencil menghadapi tekanan yang semakin besar terhadap
keberlangsungan hidup mereka akibat agenda pembangunan yang didorong pemerintah dan
eksploitasi sumber daya alam oleh investor swasta. Rencana pemerintah Indonesia untuk menerapkan
Proyek Strategis Nasional (PSN) lain di Provinsi Papua Barat Daya telah memicu perlawanan dari
komunitas asli, yang memahami pengembangan kelapa sawit skala besar sebagai ancaman eksistensial
terhadap tanah leluhur dan gaya hidup mereka. Komunitas adat Sumuri di Kabupaten Teluk Bintuni
telah mengeluarkan penolakan tegas terhadap rencana perluasan perkebunan kelapa sawit di tanah
leluhur mereka. Perkebunan dan kawasan proyek strategis di Tanah Papua dilindungi oleh pasukan
keamanan. Hal ini telah menyebabkan situasi konflik di mana petugas kepolisian tidak dapat lagi
menjalankan mandat mereka sebagai aparat penegak hukum. Petugas kepolisian di Sorong diduga
mengintimidasi pemegang hak ulayat adat yang memprotes ancaman dan pembatasan paksa untuk
menjual kayu mereka secara bebas.

Masalah penambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, yang merupakan UNESCO Global Geopark pada
tahun 2023 dan jantung Segitiga Karang Global, menarik perhatian nasional setelah Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral, Bpk Bahlil Lahadalia, mengunjungi wilayah tersebut pada bulan Juni 2025.
Setelah tekanan publik dan pengawasan internasional, pemerintah Indonesia mengumumkan pada tgl.
10 Juni 2025 pencabutan izin penambangan untuk empat perusahaan yang beroperasi di Raja Ampat.
Namun, keputusan ini disambut dengan kritik dari kelompok lingkungan dan aktivis hak masyarakat
adat, yang menganggapnya tidak memadai dan berpotensi masih dapat dibatalkan. Tambang milik PT
Gag Nikel, yang juga dijalankan oleh perusahaan negara PT Antam milik negara, diizinkan untuk
melanjutkan operasinya dengan pengawasan yang lebih ketat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran
tentang komitmen pemerintah terhadap perlindungan lingkungan yang sejati.

Konflik

Pada tgl. 30 Juni 2025, lebih dari 97.721 orang di Tanah Papua masih mengungsi sebagai akibat dari
konflik bersenjata antara pasukan keamanan Indonesia dan TPNPB. HRM mendokumentasikan 46
serangan bersenjata dan bentrokan sepanjang pada kuartal kedua tahun 2025, hampir dua kali lipat
dari kuartal pertama tahun 2025. Jumlah IDP terus meningkat akibat penambahan pasukan keamanan
di zona konflik dan meningkatnya aksi kekerasan bersenjata. Pasukan keamanan Indonesia
memperketat operasi di kabupaten Nduga, Yahukimo, Intan Jaya, dan Puncak antara bulan April dan
Juni 2025, yang mengakibatkan kematian warga sipil, pembakaran rumah warga, dan pengungsian
internal yang baru. Serangan di Intan Jaya pada tgl. 13 dan 14 Mei 2025 berlangsung sengit. Beberapa
jenazah dikuburkan secara terburu-buru tanpa peti. Tim evakuasi menemukan ranjau di salah satu
lokasi pemakaman, yang dimaksudkan untuk melukai orang yang berusaha mengevakuasi jenazah.

Bentrokan bersenjata meningkat secara signifikan di Kabupaten Intan Jaya, Yahukimo, dan Puncak
akibat meningkatnya kehadiran militer, intensifikasi penggerebekan keamanan, dan serangan terhadap
warga sipil oleh anggota Tentara Pembebasan Nasional Tanah Papua (TPNPB). Pada tgl. 14 April 2025,
anggota TPNPB membunuh 15 penambang emas ilegal di Kabupaten Yahukimo. Akibatnya, periode
antara bulan April dan Juni 2025 ditandai dengan jumlah korban tewas yang tinggi, terutama di
kalangan warga sipil. HRM mencatat 18 warga sipil tewas dan empat luka-luka akibat aksi TPNPB.
Sementara itu, 12 warga sipil tewas dan delapan terluka akibat operasi penyisiran yang dilakukan oleh
anggota pasukan keamanan. Mengenai kombatan, tujuh anggota pasukan keamanan tewas dan 13
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terluka selama periode ini. Di sisi lain, TPNPB dilaporkan kehilangan 10 kombatan, dengan tujuh
gerilyawan terluka dalam bentrokan bersenjata.

Mengingat intensifikasi konflik bersenjata yang terus berlanjut di Tanah Papua dan memburuknya
pengungsian yang disebabkan oleh konflik, Forum Komunikasi dan Aspirasi Rakyat Papua (FOR PAPUA
MPR Rl), yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR RI), telah mengeluarkan seruan. Anggota forum mendesak kepada pemerintah Indonesia untuk
menahan diri dari pendekatan berbasis keamanan. Forum tersebut menekankan bahwa pendekatan
keamanan saat ini telah terbukti tidak efektif dan memperburuk kondisi penduduk sipil, seraya
mendesak evaluasi kebijakan segera dan penghentian operasi militer yang hanya menambah trauma
dan penderitaan penduduk sipil.

TNI memperluas infrastruktur militernya ke daerah-daerah terpencil di wilayah konflik dan kabupaten
sekitarnya. HRM mendokumentasikan sekitar belasan kasus di mana komunitas asli, gerakan
mahasiswa, dan LSM protes terhadap pembentukan pos militer baru tanpa persetujuan mereka di
lingkungan sekitar. Banyak yang khawatir bahwa kehadiran militer justru akan memicu kekerasan
bersenjata dan pelanggaran hak asasi manusia, bukan membawa keamanan bagi masyarakat adat.
Ironisnya, Menteri Hak Asasi Manusia Indonesia Natalius Pigay, yang juga berasal dari Papua, justru
menyatakan dukungannya terhadap pembentukan pos-pos militer baru di daerah konflik. Pernyataan
tersebut merupakan simbol dari ketidaksesuaian antara kebijakan yang melayani kepentingan
pemerintah pusat dan aspirasi masyarakat di Tanah Papua.

Perkembangan politik

Indonesia telah menyaksikan kebangkitan yang mengkhawatirkan dari pengaruh militer dalam urusan
sipil, menimbulkan kekhawatiran serius tentang kemunduran demokrasi dan erosi supremasi sipil sejak
bulan April 2025. Pada tgl. 23 Mei 2025, Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, menunjuk seorang
komandan militer aktif sebagai Direktur Jenderal Bea Cukai, sebuah lembaga yang penting bagi
integritas pengumpulan pendapatan negara. Pola ini termasuk penempatan tentara secara
kontroversial untuk mengamankan kantor kejaksaan di seluruh negeri, yang diizinkan oleh Peraturan
Presiden No. 66/2025 dan MoU tahun 2023 antara TNI dan Kejaksaan Agung.

Militerisasi telah meluas melampaui penunjukan birokrat tingkat tinggi. Usulan untuk mengirim siswa
"bermasalah" ke barak militer di Jawa Barat untuk koreksi perilaku merupakan manifestasi nyata
normalisasi pengaruh militer dalam kehidupan sipil. Lebih mengkhawatirkan lagi, usulan ini kembali
mendapat dukungan dari Menteri Hak Asasi Manusia, Bpk Natalius Pigai. Sama mengkhawatirkannya
adalah rencana Angkatan Darat untuk merekrut 24.000 prajurit baru untuk "batalyon pengembangan
wilayah", langkah yang bertujuan menempatkan tentara di sektor pertanian, kesehatan, dan
pendidikan, yang selama ini sepenuhnya berada di bawah kendali sipil.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mengadopsi pendekatan yang semakin militeristik.
Pada bulan Maret 2025, amandemen kontroversial terhadap undang-undang militer memperluas
keterlibatan TNI dalam urusan sipil, memicu protes massal di seluruh negeri. Ketika ditanya tentang hal
ini pada bulan April 2025, Presiden Prabowo menanggapi kritik tersebut sebagai "omong kosong,". Hal
ini juga menunjukkan ketidakbersediaannya untuk menangani masalah hak asasi manusia dan
pengawasan sipil atas operasi militer yang teris berlangsung di Tanah Papua. Secara bersamaan,
pemerintah telah melakukan upaya untuk merevisi buku teks sejarah nasional, dengan Menteri
Kebudayaan, Bpk Fadli Zon, menyatakan proyek ini bertujuan untuk menciptakan identitas Indonesia
yang baru. LSM khawatir langkah ini berpotensi menghapus dokumentasi pelanggaran hak asasi
manusia yang dilakukan oleh rezim Suharto dari sejarah.
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https://nasional.kompas.com/read/2025/06/10/13300001/rekrutmen-besar-tamtama-untuk-urusan-sipil-dinilai-cederai-semangat
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Program modernisasi militer Indonesia saat ini memiliki implikasi signifikan terhadap situasi konflik di
Tanah Papua, di mana pengamat lokal mengklaim bahwa tentara Indonesia menggunakan drone
perang dan pesawat tempur untuk melawan TPNPB di dataran tinggi tengah yang terpencil. Pemerintah
telah mendiversifikasi kemitraan pertahanannya, membeli 48 pesawat tempur KAAN dari Turki pada
bulan Juni 2025 dan berpartisipasi dalam program pengembangan pesawat tempur Korea Selatan,
sambil juga mempertimbangkan pesawat J-10 China sebagai alternatif dari opsi buatan AS. Yang paling
mengkhawatirkan bagi stabilitas regional adalah hubungan pertahanan yang semakin dalam antara
Jakarta dan Rusia, yang diresmikan melalui deklarasi kemitraan strategis yang ditandatangani antara
Presiden Prabowo dan Presiden Putin pada bulan Juni 2025. Perjanjian ini mencakup "kerja sama
militer-teknis" dan mendirikan dana investasi senilai $2 miliar. Sementara itu, ada inforomasi muncul
bahwa Rusia berusaha mendapatkan akses ke Pangkalan Udara Manuhua di Pulau Biak, Provinsi Papua.
Pemerintah Indonesia kemudian meyakinkan Australia bahwa pesawat Rusia tidak akan beroperasi dari
wilayah Indonesia.

Kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Presiden Prabowo mencerminkan upaya seimbang yang
kompleks antara kekuatan besar. Sementara memperkuat hubungan dengan Rusia dan China melalui
pertemuan tingkat tinggi dan kerja sama pertahanan, Jakarta juga tetap mempertahankan hubungan
dengan sekutu Barat, termasuk memperkuat komitmen dengan Amerika Serikat dan Australia. Prancis
dan Thailand juga telah memperdalam perjanjian kerja sama dengan Indonesia, memberikan dukungan
internasional yang beragam bagi pemerintahan Prabowo. Hal ini berpotensi akan mengurangi tekanan
eksternal terkait pertanggungjawaban hak asasi manusia di negara tersebut dan juga akan
meningkatkan tekanan dari investor asing terhadap sumber daya alam di Indonesia.

Perkembangan politik terkini pada umumnya menunjukkan penyempitan ruang politik di bawah
kepemimpinan Presiden Prabowo untuk penyelesaian konflik di Tanah Papua secara damai. Perluasan
kewenangan militer melalui amandemen hukum dan penunjukan anggota militer ke posisi-posisi
strategis dalam pemerintahan, ditambah dengan pengadaan senjata dalam jumlah besar dan
diversifikasi kemitraan pertahanan, menunjukkan komitmen untuk mempertahankan kontrol melalui
kekerasan, bukan untuk dialog politik. Sementara ini, kemitraan internasional memprioritaskan
manfaat ekonomi mutual, tetapi belum menghasilkan tekanan yang berarti untuk penyelesaian konflik
secara damai. Upaya pemerintah untuk merevisi narasi sejarah sambil mengabaikan kekhawatiran hak
asasi manusia terkait pengaruh militer yang semakin besar menunjukkan pendekatan sistematis untuk
melegitimasi kekerasan negara dan menghindari pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi
manusia di masa lalu dan sekarang.

Perkembangan internasional

Pada akhir bulan Mei 2025, aktivis hak asasi masyarakat adat dari seluruh Indonesia menyajikan bukti
tentang penganiayaan sistematis kepada Pelapor Khusus PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat
selama pertemuan yang diadakan di Republik Kongo. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
memimpin delegasi yang memberikan briefing kepada Dr. Albert K. Barume tentang pola-pola
kriminalisasi, intimidasi, dan pengusiran paksa yang semakin meningkat dan membawa dampak
negatif bagi komunitas adat di seluruh kepulauan Indonesia. Setelah pertemuan pada bulan Mei‘25,
AMAN dan organisasi lain memfasilitasi kunjungan Dr. Barume ke Jayapura, Provinsi Papua, pada tgl.
4-5 Juli 2025, dalam kapasitasnya sebagai ahli akademik. Karena kunjungan tersebut dilakukan di luar
peran resminya sebagai pemegang mandat PBB, Dr. Barume tidak berwenang untuk menyampaikan
temuan dari kunjungan tersebut kepada Dewan Hak Asasi Manusia. Indonesia terus membatasi akses
bagi kunjungan resmi Pelapor Khusus PBB ke Tanah Papua. Catatan kerja samanya dengan mekanisme
hak asasi manusia PBB ini tetap sangat buruk.
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Kasus

Pembunuhan luar hukum dan penghilangan paksa

Eksekusi di luar proses hukum terhadap warga sipil Yulli
Kalakmabin oleh pasukan militer Indonesia di Kabupaten
Pegunungan Bintang
Pada tanggal 19 April 2025, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)
dilaporkan telah menembak mati seorang pria asli Papua yang tidak
bersenjata bernama Yulli Kalakmabin, 28 tahun, di Desa Wanbakon,
Kecamatan Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang.

Baca selengkapnya

Anggota militer diduga menyembunyikan bom dalam pengiriman
makanan - Satu orang tewas, satu luka parah di Puncak
Pada 6 Mei 2025, serangan yang melibatkan bahan peledak terjadi di
dekat Desa Kelanungin, Kecamatan Gome, Kabupaten Puncak,
mengakibatkan tewasnya Bapak Deris Kogoya dan luka-luka pada
Bapak Jemi Alom.

Baca selengkapnya

Serangan militer di Intan Jaya mengakibatkan tewasnya dua warga sipil asli

Pada 18 Juni 2025, anggota militer (TNI) dilaporkan menembak mati tiga warga sipil
asli di desa Bulapa dan Yoparu, Kecamatan Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi
Papua Tengah.

Baca selengkapnya

Operasi militer mengakibatkan kematian dan pengungsian warga sipil di
Intan Jaya — lima tewas, empat luka-luka, dan tujuh hilang
Pada 13 Mei 2025, operasi militer (TNI) berskala besar di distrik Sugapa
dan Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah,
mengakibatkan kematian dan luka-luka warga sipil.

Baca selengkapnya

Setidaknya tiga warga asli Papua tewas dan satu luka-luka dalam operasi militer di
Kabupaten Puncak

Militer Indonesia (TNI) melancarkan operasi yang melibatkan serangan udara dan
pasukan darat terhadap Tentara Pembebasan Nasional Tanah Papua (TPNPB) di distrik
Gome dan Gome Utara pada akhir Mei 2025. Tiga warga desa tewas dan satu orang
terluka dalam penggerebekan tersebut.

Baca selengkapnya



https://humanrightsmonitor.org/case/extrajudicial-execution-of-civilian-yulli-kalakmabin-by-indonesian-military-forces-in-pegunungan-bintang-regency
https://humanrightsmonitor.org/case/military-members-fired-explosive-at-papuan-civilians-in-puncak-one-dead-one-seriously-injured
https://humanrightsmonitor.org/case/military-raid-in-intan-jaya-results-in-death-of-three-indigenous-civilians
https://humanrightsmonitor.org/case/military-operation-results-in-civilian-deaths-and-displacement-in-intan-jaya-at-least-four-killed-five-injured-and-seven-missing
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Serangan militer di Distrik Tangma disertai penangkapan sewenang-wenang,
penyiksaan, dan pembunuhan seorang warga sipil

Personel militer Indonesia melakukan serangan di Distrik Tangma, Kabupaten

| Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, antara 13 dan 15 Juni 2025, menewaskan
« seorang warga sipil lanjut usia dan menyiksa dua warga asli Papua.

Baca selengkapnya

" Penindakan brutal polisi di pasar Nabire: Seorang
warga tewas, tiga luka-luka

Pada 26 Juni 2025, insiden kekerasan terjadi di Pasar Karang Tumaritis,
Nabire, Papua, setelah kericuhan yang melibatkan pemuda mabuk. Petugas
polisi menembakkan peluru tajam dan gas air mata selama penindakan,
mengakibatkan tewasnya Eko Ikomou (20 tahun) dan luka parah pada tiga
warga sipil lain.

Baca selengkapnya

s=a o~ Anggota militer dituduh membunuh warga sipil di Kabupaten Puncak

7 _ Pada 12 Juni 2025, Agibagi Tabuni (27 tahun) ditembak mati oleh anggota
7 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di dekat Sekolah Menengah Atas Negeri 1

(SMAN 1) Sinak, Desa Gigobak, Kecamatan Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi
Papua Tengah.

Baca selengkapnya

Penyiksaan dan penganiayaan

/ Anggota militer direkam memukul warga Papua di Deiyai
Pada 19 Juni 2025, anggota TNI direkam memukul seorang pria berusia 22
= tahun bernama Weneiyo Pekei di kota Wagete, Kabupaten Deiyai, Provinsi
Papua Tengah.
Baca selengkapnya

Pasukan keamanan menganiaya dua warga Papua di Dogiyai, Papua
Pada tanggal 16 April 2025, Damianus Goo yang berusia 19 tahun dan Selpius Goo
menjadi korban penyiksaan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), petugas
kepolisian, dan warga sipil di Dogiyai, Tanah Papua.

Baca selengkapnya

Pasukan keamanan menembak lima anak di bawah umur di Desa Kimupugi,
Kabupaten Dogiyai

Pada pagi hari 23 Mei 2025, lima anak Papua di bawah umur
mengalami luka tembak setelah pasukan keamanan gabungan
Indonesia menembaki mereka di Desa Kimupugi, Kabupaten Dogiyai,
Provinsi Papua Tengah.

Baca selengkapnya



https://humanrightsmonitor.org/case/military-raid-in-tangma-district-accompanied-by-arbitrary-arrest-torture-and-killing-of-one-civilian
https://humanrightsmonitor.org/case/lethal-police-crackdown-at-market-in-nabire-one-papuan-killed-three-injured
https://humanrightsmonitor.org/case/military-members-accused-of-killing-civilian-in-puncak-regency
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Petugas kepolisian menyiksa seorang pria Papua di Nabire sambil
menolak memberikan perawatan medis selama penahanan

Pada 17 April 2025, Bapak Nando Mote menjadi korban penangkapan
sewenang-wenang, penganiayaan fisik di luar proses hukum, dan
perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat oleh anggota polisi
Nabire di Kota Nabire, Provinsi Papua Tengah.

Baca selengkapnya

Polisi dituduh menembak remaja Papua di Dogiyai
Pada 12 Juni 2025, petugas polisi dilaporkan melukai Jebulon Pigai berusia 17 tahun
saat patroli di Desa Deiyapa, Kecamatan Kamu Timur, Kabupaten Dogiyai, Provinsi
Papua Tengah,

Baca selengkapnya

Pasukan keamanan menangkap dan menyiksa warga Papua di Kabupaten
Yahukimo
Pada 28 Juni 2025, pasukan gabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi
dilaporkan menyerbu rumah-rumah di Desa Uam, Distrik Sumo, Kabupaten
Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Bapak Peranus Balingga ditangkap secara
sewenang-wenang kemudian disiksa.

Baca selengkapnya

. Papua di Nabire: Korban ditembak tanpa alasan
Pada malam 7 Juni 2025, Bapak Maikel Edowai (25 tahun) dilaporkan ditembak oleh
petugas polisi di Taman Gizi Park, Oyehe, Kota Nabire, Provinsi Papua Tengah.

Baca selengkapnya

Penahanan sewenang-wenang, intimidasi, dan kriminalisasi

Penindasan protes damai di Manokwari: Dua mahasiswa UNIPA ditangkap dan dipukul

-l Pada 10 April 2025, dua mahasiswa ditangkap tanpa dasar

i hukum, dilaporkan dipukuli selama penahanan, dan kemudian
dibebaskan dengan luka-luka terlihat selama protes damai
menentang revisi Undang-Undang Militer di Manokwari, Provinsi
Papua Barat.

Baca selengkapnya

Penahanan sewenang-wenang terhadap aktivis muda Katolik selama upacara pengangkatan uskup
di Timika
Pada 14 Mei 2025, upacara penahbisan uskup di Katedral
Tiga Raja di Timika, Papua Tengah, terganggu oleh
penahanan sewenang-wenang terhadap aktivis pemuda
Katolik asli Papua oleh Kepolisian Distrik Mimika.

Baca selengkapnya



https://humanrightsmonitor.org/case/torture-and-arbitrary-detention-by-police-officers-in-nabire
https://humanrightsmonitor.org/case/police-accused-of-shooting-papuan-teenager-in-dogiyai
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Petugas kepolisian mengintimidasi aktivis di Dekai, Yahukimo

Pada pagi hari Sabtu, 31 Mei 2025, aktivis politik Papua, Bapak Er Giban, 18
tahun, menjadi korban intimidasi dan penganiayaan oleh anggota Kepolisian
Kabupaten Yahukimo di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua
Pegunungan.

Baca selengkapnya

Penahanan sewenang-wenang dan pengganiayaan terhadap pengacara pada demo damai di
Jayapura

Pada tanggal 12 Juni 2025, petugas kepolisian secara sewenang-wenang
menahan Bapak Imanus Komba, seorang pengacara yang bekerja untuk
Lembaga Bantuan Hukum Papua (LBH Papua), dan seorang demonstran
bernama Bapak Kolki Gwijangge selama demonstrasi damai di bundaran
Abepura, Kota Jayapura.

Baca selengkapnya

s 11 warga asli Papua ditangkap setelah konflik tanah dengan
perusahaan kelapa sawit PT IKSJ di Sorong, Papua Barat Daya
Masyarakat memblokir jalan sebagai respons terhadap penangkapan
sewenang-wenang dan penahanan 11 anggota masyarakat adat pada 8
Mei 2025. Polisi mengajukan tuntutan terhadap mereka pada 10 Mei
- dengan tuduhan penyalahgunaan bahan bakar diesel milik perusahaan.
i e e Baca selengkapnya

Pemuda Papua ditahan secara ilegal di Dekai, Yahukimo
Pada 5 Mei 2025, Ivan Kabak, seorang siswa berusia 17 tahun di SMK Yapesli
Yahukimo, ditahan secara sewenang-wenang oleh anggota Unit Polisi Damai
Cartenz di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan.

Baca selengkapnya

Tim hukum menyoroti kriminalisasi dan persidangan tidak adil di
Pengadilan Wamena
Organisasi hak asasi manusia mengecam proses persidangan terhadap
Bapak Rife Kerebea sebagai tidak adil.

Baca selengkapnya

Penahanan empat aktivis di Sorong menimbulkan kekhawatiran atas kriminalisasi, kesehatan, dan
proses hukum
Empat aktivis politik Papua, Bapak Nikson May, 56 tahun, Bapak Maksi
Sangkek, 39 tahun, Bapak Abraham Goram Gaman, 55 tahun, dan Bapak
Piter Robaha, 54 tahun, telah ditahan di Markas Kepolisian Kota Sorong
sejak 28 April 2025 dengan tuduhan makar dan pelanggaran Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Indonesia.

Baca selengkapnya

Kebebasan berekspresi, dan kebebasan berkumpul dan berserikat secara
damai


https://humanrightsmonitor.org/case/police-officers-intimidate-activist-in-dekai-yahukimo
https://humanrightsmonitor.org/case/arbitrary-detention-and-use-of-force-against-human-rights-lawyer-during-peaceful-protest-in-jayapura
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https://humanrightsmonitor.org/case/papuan-pupil-arbitrarily-detained-after-school-graduation-in-dekai
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Papua Monitor - Laporan Triwulanan - Triwulan 2 2025 ” RIGHTS.
MONITOR

Penindasan kekerasan terhadap mahasiswa di Universitas Cenderawasih disertai dengan kerusakan

Pada 22 Mei 2025, demonstrasi damai yang diadakan oleh
mahasiswa Universitas Cenderawasih (Uncen) di Kota
Jayapura, Provinsi Papua, ditanggapi dengan penindasan
kekerasan oleh pasukan gabungan TNI-Polri.

Baca selengkapnya

Tindakan represif polisi terhadap demonstrasi yang menuntut penutupan PT Freeport Indonesia
dan pencabutan Undang-Undang TNI di Nabire
dan Jayapura

Pada 5 dan 7 April 2025, mahasiswa Papua dan
organisasi solidaritas menggelar aksi protes
terkoordinasi di kota-kota besar di seluruh
Indonesia. Aksi protes di kota Nabire dan Jayapura
dibubarkan secara paksa oleh petugas kepolisian.
Baca selengkapnya

Pelanggaran lain

Limbah tambang mencemari irigasi dan perikanan di Desa Biha — Mata pencaharian petani
terancam
Pada 11 April 2025, petani di Desa Biha, Kecamatan Makimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua
Tengah, mengajukan keluhan mendesak terkait kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan
emas yang dilakukan oleh PT Kristalin.

Baca selengkapnya
Komunitas Adat Sumuri menolak perluasan perkebunan kelapa sawit di Teluk Bintuni
Komunitas Adat Sumuri, yang terdiri dari 19 marga di Kabupaten Teluk Bintuni, mengeluarkan
penolakan tegas terhadap rencana perluasan perkebunan kelapa sawit oleh PT. Borneo Subur Prima
dan PT. Farita Maju Utama.

Baca selengkapnya

Angkatan Laut Indonesia ingin mengusir warga di Manokwari
Pada 25 Juni 2025, 18 keluarga warga sipil yang tinggal di kawasan Sanggeng dan Reremi di
Kabupaten Manokwari diperintahkan oleh Komando Pemeliharaan Fasilitas Angkatan Laut Indonesia
(Fasharkan TNI AL) untuk mengosongkan rumah mereka.

Baca selengkapnya

Tentang Pemantau Hak Asasi Manusia

Monitor Hak Asasi Manusia (HRM) adalah proyek independen, internasional, dan nirlaba yang mempromosikan
hak asasi manusia melalui dokumentasi dan advokasi. HRM bermarkas di Uni Eropa dan aktif sejak 2022. Kami
mewujudkan visi kami dengan mendokumentasikan pelanggaran; meneliti konteks institusional, sosial, dan
politik yang memengaruhi perlindungan hak asasi manusia dan perdamaian; serta membagikan kesimpulan dari
pekerjaan pemantauan berbasis bukti.

Kontak:
Pemantau Hak Asasi Manusia web: humanrightsmonitor.org
Friedrich-Ebert-Str. 55 telepon: +49 151 59041934

email: hrm@humanrightsmonitor.org
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